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Menimbang :

Mengingat

BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 5. TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSQO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



4.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ((Lembaran
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

Menetapkan :

dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022,

(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan
Keuangan yang memuat:
. laporan realisasi anggaran;
. laporan perubahan saldo anggaran Lebih;

neraca;
. laporan Operasional;
. laporan Arus Kas;
laporan Perubahan Ekuitas; dan
. catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

s A0 o

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 1.315.507.860.647,84
b. Belanja Rp 1.252.137.147.701,94

Surplus/defisit Rp 63.370.712.945,90



c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 63.738.363.106,99

- Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan Neto Rp 63.738.363.106,99
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp30.721.233.211,84 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan

setelah Perubahan Rp 1.284.786.627.436,00
2. Realisasi Rp 1.315.507.860.647,84
3. Selisih lebih /{kurang) Rp 30.721.233.211,84

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
(Rp97.365.539.877,06) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja

setelah Perubahan Rp 1.349.502.687.579,00
2. Realisasi Rp 1.252.137.147.701,94
3. Selisih lebih /(kurang) (Rp 97.365.539.877,06)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumiah
Rpl1.345.347.197,10 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/Defisit setelah

Perubahan (Rp 64.716.060.143,00)
2. Realisasi Rp 63.370.712.945,90
3. Selisih Lebih/(Kurang) 1.345.347.197,10

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp977.697.036,01 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Rp 64.716.060.143,00
2. Realisasi Rp 63.738.363.106,99
3. Selisih Lebih/(Kurang) Rp 977.697.036,01

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pengeluaran

Pembiayaan Rp 0,00
2. Realisasi Rp 0,00
3. Selisih Lebih/{Kurang) Rp 0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto
sejumlah Rp977.697.036,01 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pembiayaan Neto Rp 64.716.060.143,00
2. Realisasi Rp 63.738.363.106,99
3. Selisih Lebih/(Kurang) Rp 977.697.036,01



Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai
berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 64.218.926.067,99
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 63.738.363.106,99
Sub Total Rp 480.562.961,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA) Rp 127.109.076.052,89
Sub Total Rp 127.589.639.013,89
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya (Rp 22.545.166,00)
e. Lain-Lain (Rp 458.017.795,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 127.109.076.052,89
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf ¢
per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 2.459.195.672.281,10

b. Jumlah Kewajiban Rp 15.538.603.450,12

¢. Jumlah Ekuitas Rp 2.443.657.068.830,98
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 1.204.436.266.577,52
b. Surplus Kegiatan Non Operasional Rp 0,00
c. Beban Rp 1.129.277.166.088,42
d. Defisit Kegiatan Operasional Rp 0,00
e. Surplus/(Defisit) LO Rp 75.209.100.489,10

Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2022 sebagai berikut :
. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2022Rp 64.716.060.143,10
. Arus Kas dari aktifitas Operasi Rp 219.372.195.131,90
. Arus Kas dari aktifitas Investasi (Rp 156.001.482.186,00)
. Arus Kas dari aktifitas Pendanaan Rp 0,00
. Arus Kas dari aktifitas Transitoris (Rp 953.319.772,11)
Saldo Kas akhir per 31 Desember
Tahun 2022 Rp 127.494.047.418,00
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Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 2.318.227.188.698,09
b. Surplus/Defisit LO Rp 75.209.100.489,10
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Kesalahan Dasar :

- Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00

- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00

- Lain-Lain Rp 50.220.779.643,79

d. Ekuitas Akhir Rp 2.443.657.068.830,98
Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1} huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat
informasi kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan
Keuangan.

Pasal 10
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan
Lampiran XX terdiri atas :

a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran,
meliputi :
1. Lampiran .1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

2. Lampiranl.2 : Rincian APBD yang diklasifikasi
menurut Kelompok dan jenis
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

3. Lampiran [.3 : Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
Kelompok, dan jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran .4 : Rekapitulasi realisasi Belanja
Menurut Urusan Pemerintahan

daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran Ii : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V . Neraca,;



f. Lamporan VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX
J. Lampiran X
k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m.Lampiran XIII
n. Lampiran X1V
0. Lampiran XV

p. Lampiran XVI
gq. Lampiran XVII
r
s

. Lampiran XVII]
. Lampiran XIX

t. Lampiran XX
1. Lampiran XX.1 :

2. Lampiran XX.2:

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar  Rekapitulasi Penyisihan
piutang Tak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap:
Daftar Rekapitulasi Konstruksi
dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Sub Kegiatan yang Belum
diselesaikan sampai akhir Tahun
Anggaran 2022 dan dianggarkan
kembali dalam Tahun Anggaran
berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah yang terdiri atas:

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)

Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah; dan
Ikhtisar Laporan Keuangan

(Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

{2} Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) terdiri atas:

a. lktisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran

XX.1, dan

b. Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam

Lampiran XX.2



Pasal 12
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan
hasil audit oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik

Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai

Penjabaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso

pada tanggal A9 Agustus

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 9 Acyiiuf 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
UPATEN POSO,

FRITS SAM PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2023 NOMOR . . .
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI

SULAWESI TENGAH : .......



